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Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data dan informasi bahan laporan
Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan maupun tulisan

Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim

SMA Sederajat

D3/S1

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengaduan
2. SOP Pelayanan Informasi

1.
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Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
Term Of Reference

Komputer dan Jaringan internet
Printer dan alat

Tulis kantor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik




Penanganan Keberatan Informasi Publik

Pelaksana Keterangan
No. ian P
° Uraian Prosedur Atasan PPID | .t/ apPID | PPID Bidang Petugas I Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembantu Informasi
1 [Permohonan Informasi menyampaikan pengajuan
kebertan atas tidak terlayaninya permohonan LE i h
informasi yang dibutuhkan dan/atau tidak diumumkan k. born;u |r_ pfermo _onagl_k
informasi wajib sebagaimana pasal 9 UU KIP e erg an.|n o.rma5| publik yang
tersedia di meja layanan PPID
atau ditampilkan di website dan Keberatan yang tidak
| | dapat diunduh lengkap dengan 1 hari keria diumumkan secara kersekala
fotocopi stsu scan identitas diri ) sebagaimana pasal UU KIP
(NIK) dari pemohonnya hanya berlaku di PPID Utama
mengajukan keberatan. 2.
Bukti pengajuan keberatan tanpa
memalui proses permohonan
2 |1. Mencatat pengajuan keberatan dari
pemohon/peminta informasi 2. . . Daftar pengajuan keberatan
Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan 1. Buku regrister pengajuan pelayanan informasi yang
elavanan informal f le keberatan 1 hari kerja o :
pelay ) ) . telah di file bentuk hard copi
2. Formulir pengajuan keberatan dan softcopy
3 |Memerikasa formulir pengajuan keberatan daripada
pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan '\ Berkas pengajuan keberatan Koordinasi dengan PPID
pembantu PPID untuk menjawab pemohonan </ pelayanan informasi yang telah 1 hari kerja bidang sebelum
informasi diisi lengkap menyampaikan ke atasan PPID
ya
4 |Memerintah kepada PPID Bidang untuk memenuhi Surat perintah tertulis kepad
permintaan informasi dari pemohon informasi 1. Berkas pngajuan keberatan rat perintan tertulls kepada
v ; . PPID Bidang untuk memenuhi
pelayanan informasi yang telah . A
[:— diisi lengkap 1 hari permintaan pemohon
2. DIP yang telah diumumkan gggr;i:ny;glgyn;re\gga]ukan
5 |Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon
informasi kepada atasan PPID, jika informasi yang
dimaksud telah masuk DIP, atasan PPID akan Dokumentasi/informasi yang
menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon dimaksud oleh informasi atau
informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon vy rekomendasi surat penolakan dari P h inf i diteri
- t
informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah [: PPID atau PPID Pembantu 1 hari ogﬁope?:zﬂc;: ormast diterima
diumumkan. karena informasi belum tersedia atau pembantu karena informasi yang
termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan diminta merupakan informasi yang
surat penolakan kepada pemohon informasi dikecualikan
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